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ABSTRACT
Japan's participation in World War II against allies encouraged Japan to carry out aggression in East Asian and Southeast Asian countries, including Indonesia. After the Japanese landing in Indonesia on 1942, the Japanese military carried out various policies, one of it was sexual slavery or jugun ianfu. Thousands of Indonesian women were made into Japanese military sex slaves. Women's International War Crimes Tribunal (WIWCT) on Japan's Military Sex Slavery was held in 2000, which judge 10 Japanese war crimes defendants. Jugun ianfu is a systemic crime organized by the Japanese military. This study aims to explain the driving factors of the Japanese Military in committing war crimes against Indonesia in the form of sexual slavery during World War II 1942-1945. This study using historical research method and the library search for data collection. Organizational Culture theory of Constructivism will be used to explain the driving factors of Japanese military commit sexual slavery. This study found that what prompted the Japanese military to commit sexual slavery in Indonesia was influenced by two factors. First, the Japanese military doctrine that is the Imperial Rescript Armed Forces which demanded military compliance with all orders from the Japanese Emperor. Secondly, the doctrine of the Japanese Emperor who ordered the establishment of the jugun ianfu system itself, so that the Japanese military carried out the establishment of a jugun ianfu system in its occupying countries, including Indonesia.
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Pendahuluan
Perang Dunia II yang terjadi tahun 1939 - 1945, diawali karena adanya invasi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler ke Danzig, Polandia pada tanggal 1 September 1939. Invasi yang dilakukan Jerman ini mendorong negara-negara fasis lainnya untuk melakukan serangan dan pendudukan ke negara-negara Eropa dan Asia Pasifik. Jepang sebagai salah satu negara fasis, berusaha untuk menguasai wilayah Asia Pasifik, terutama China, Korea, dan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Invasi yang dilakukan oleh Jepang sebenarnya telah dimulai sejak tanggal 18 September 1931 di wilayah Manchuria. Namun, invasi besar-besaran Jepang baru terjadi tanggal 7 Juli 1937 ketika Jepang menyerang China dan menjadi awal Perang Dunia II di Asia Pasifik (US Holocaust, 2005).
Jepang pertama kali mendarat di Indonesia tahun 1942, diawali pada bulan Januari 1942, Jepang mendarat di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kemudian dilanjutkan tanggal 1 Maret 1942, Jepang secara resmi mendarat di Teluk Banten di bawah kepemimpinan Panglima Tertinggi Letjen Immamura Hitsoji (Koshiro, 2001). Masa pendudukan Jepang di Indonesia relatif singkat (1 Maret 1942 - Agustus 1945), tetapi meninggalkan penderitaan, kemiskinan, dan trauma bagi masyarakat Indonesia. Adanya sistem kerja paksa (romusha), mekanisme sistem militeristik (PETA, Keibondan, Seinendan, Fujinkai, Jibakutai, Heiho, dan Gakutokai) yang merekrut orang-orang Indonesia untuk melawan sekutu demi kepentingan Jepang, dan adanya sistem comfort women (jugun ian-fu) membuat pendudukan Jepang sangat kejam. Disamping itu, Jepang juga melakukan berbagai kejahatan perang, seperti pembunuhan masal warga sipil, pengrusakan pemukiman sipil, perbudakan dan pemerkosaan, penyiksaan, dan sebagainya. (Komnas HAM, 2010)
Kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang, salah satunya adalah perbudakan seksual yang dilakukan oleh militer Jepang selama masa perang tahun 1930-1940an di wilayah Asia Pasifik, termasuk di Indonesia. Wanita-wanita korban mass rape ini disebut sebagai "comfort women" atau dalam bahasa Jepangnya, "jugun ian-fu". Sebanyak 200 sampai 400 ribu wanita Asia berusia 13 - 25 tahun dipaksa menjadi budak seks tentara Jepang. 200.000 diantaranya berasal dari Cina, Taiwan, Filipina, Singapura, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Korea, dan Belanda. Jumlah tersebut termasuk 10.000 - 15.000 wanita Indonesia yang dijadikan jugun ian-fu bagi tentara Jepang. Berdasarkan dokumen Violence Against Women in War Network Jepang 2000, persebaran jugun ian-fu di Indonesia berada di wilayah-wilayah yang dijadikan markas pertahanan militer Jepang, seperti Papua, Halmahera, Ambon, Timor Leste, Menado, Sumba, Ujung Pandang, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Blitar, Palembang, Padang, Medan, dan Aceh (Komnas HAM, 2010).
Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, paska Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di wilayah Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kemudian, sekutu membentuk sebuah peradilan untuk mengadili kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang, yang disebut International Military Tribunal for Tokyo (IMTY) atau Tokyo Tribunal pada Mei 1946 - November 1946 (Aksular, 2010). Ketika Jepang diadili dalam Pengadilan Tokyo 1946 untuk kejahatan perang yang dilakukan. Akhirnya, Tibunal Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan (Women's International War Crimes Tribunal (WIWCT) on Japan's Military Sex Slavery) berhasil dilaksanakan pada tanggal 8-10 Desember 2000 di Tokyo untuk mengadili perbudakan seks yang dilakukan oleh militer Jepang pada masa Perang Dunia II terhadap wanita-wanita di wilayah jajahannya, termasuk Indonesia. Keputusan pengadilan ini dibacakan di Den Haag pada tanggal 4 Desember 2001.
(Komnas HAM, 2013)
Sistem jugun ian-fu sendiri merupakan mandat dari Kaisar Hirohito yang mengetaui kebutuhan seksual dari para tentaranya. Mandat ini dibuktikan dengan adanya penemuan dokumen-dokumen pemerintah Jepang, sedikitnya 127 dari 131 dokumen mengenai pembangunan ian-jo dan pengelolaan jugun ian-fu. Ada empat dokumen yang menyebutkan keterlibatan militer Jepang dalam praktik jugun ian-fu di Indonesia. Hideki Tojo sebagai pelaksana kebijakan perang Jepang, meneruskan mandat dari Kaisar Hirohito dan memerintahkan pembangunan comfort system dan comfort station untuk menyediakan jugun ian-fu di setiap negara pendudukan Jepang (Savitri, 2010). Sistem comfort women ini telah terorganisir dan melibatkan militer Jepang secara langsung, mulai dari struktur tertinggi militer hingga tentara yang ditugaskan di medan peperangan.
Dengan menggunakan Teori Organizational Culture (Budaya Organisasi) dari Konstruktivisme, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan faktor pendorong militer Jepang melakukan kejahatan perang berupa sistem perbudakan seksual (jugun ianfu) di Indonesia pada masa Perang Dunia II tahun 1942-1945 dan mencoba untuk membuktikan bahwa tindakan militer Jepang di Indonesia merupakan bentuk kejahatan perang.
Pembahasan
Doktrin Militer Jepang "Imperial Rescripted Armed Forces "
Jepang adalah negara yang menganut sistem Kekaisaran, semua perintah awal datang dari Kaisar (sebagai pemimpin tertinggi negara). Militer Jepang memiliki ikatan yang erat dengan Kaisar. Hal ini dikarenakan militer Jepang dibentuk langsung atas perintah dari Kaisar Meiji paska Restorasi Meiji 1868. Sehingga, militer Jepang diberi nama Angkatan Kekaisaran Jepang. Selain itu, Posisi kementrian pertahanan memiliki kedudukan yang sangat kuat dikarenakan kementrian pertahanan tidak bertanggung jawab terhadap parlemen tetapi langsung terhadap kaisar. Hal tersebut menyebabkan kementrian pertahanan Jepang menjadi Gunbatsu (Pemerintahan Diktator Militer) karena terbentuknya prinsip "independence of the military command" yang tercantum dalam Buku Putih Pertahanan Jepang. Militer Jepang memiliki akses langsung kepada Kaisar (iaku joosoo) melalui pejabat militer yang ditunjuk
(Buck, 1971: 8-9).
Pada tanggal 4 Januari 1882 Kaisar Meiji bertitah kepada prajurit dan pelaut perang Jepang yaitu Imperial Rescript Armed Forced (IpAfApflij Gunjin Chokuyu) yang berisi 2700 dokumen kanji yang harus dihafalkan oleh personil militer Jepang. Salah satu slogan dalam titah Kaisar ini adalah "Tugas lebih berat daripada gunung, sedangkan kematian lebih ringan daripada sehelai bulu" (Buck, 1971) 7. Dalam titah tersebut tercermin upaya negara Jepang dalam menanamkan nilai keprajuritan terhadap setiap pasukannya. Titah tersebut menjadi dasar prilaku yang menekankan kesetiaan mutlak, disiplin, keberanian, harga diri dan kesederhanaan terhadap kaisar dalam mencapai kebangkitan dari masa lalu feodal menjadi negara yang berjaya di dunia imperial (Jowett, 2002: 19).
Imperial Rescript Armed Forced ditulis oleh Inoue Kowashi (negarawan) dan Yamagata Aritomo (Menteri Angkatan Darat Kekaisaran Jepang), dan diketik oleh Fukuchi Gen'ichiro seorang jurnalis kekaisaran Jepang. Titah Kaisar Meiji ini disampaikan secara langsung kepada Menteri Angkatan Darat Yamagata Aritomo dalam upacara khusus yang diadakan di Istana Kekaisaran Tokyo. Tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dimaksudkan untuk melambangkan ikatan pribadi antara Kaisar dan militer. Kaisar menjadikan militer Jepang sebagai tentara pribadinya. Titah Kaisar Meiji ini menekankan kesetiaan mutlak dari setiap anggota militer kepada Kaisar. dalam titahnya, Kaisar Meiji juga menyarankan personel militer untuk mencerminkan kembali tradisi samurai (bushido) yang menjunjung tinggi tujuan dan tugas. Imperial Rescript Armed Forced ini juga berisi sejumlah tema Konfusianisme termasuk "penghormatan yang pantas kepada atasan," (Tsunoda, 1958:
68).
Dalam Imperial Prescript Armed Forced terdapat lima point utama titah Kaisar Meiji, yang berisi: (1) Perajurit dan Pelaut Jepang harus menjunjung tinggi kesetiaan terhadap tugas yang diberikan kepadanya walaupun dengan konsekuensi kematian, (2) Perajurit dan pelaut Jepang harus patuh kepada Kaisar dan menunjukkan kerendahan dirinya, serta hormat pada perintah atasan, (3) Perajurit dan pelaut Jepang harus memiliki keberanian dan prinsip yang kuat, (4) Perajurit dan pelaut Jepang harus menjunjung kesetiaan dan kebenaran. Kesetiaan dalam menjaga perkataannya dan kebenaran dalam memenuhi tugas-tugasnya, (5) Perajurit dan pelaut Jepang harus menyederhanakan tujuan mereka sejak awal, agar dapat mencapai tujuan tersebut (Tsunoda, 1958: 70).
Disamping mengeluarkan titah ini, kaisar juga membentuk pelatihan khusus bagi militer Jepang berupa pelatihan spiritual militer (Seishin Kanyoo) yang bertujuan untuk mendoktrin anggota militer dengan nilai-nilai kekaisaran, yaitu keagungan kaisar dan kewajiban mutlak untuk patuh dengan kaisar, pengabdian kepada negara, pentingnya pertahanan negara, dan rela mengorbankan diri demi negara dan kaisar apabila keadaan darurat muncul (Buck, 1971: 9). Pelatihan ini juga memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam salah satu paragraf Buku Panduan Pelatihan Militer "....The state of training permits us to overcome the eneny's material and quantitative superiority by exploiting our efficiency under the single command of the Emperor, despite our inferiority" (Buck, 1971: 8-9). Pernyataan ini membuktikan bahwa militer Jepang tunduk dibawah komando tunggal dari kaisar selama kondisi perang, sehingga semua perintah perang pertama kali datang dari kaisar.
Imperial Prescript Armed Forced (Gunjin Chokuyu) inilah yang menjadi doktrin militer Jepang. setiap anggota militer Jepang diharuskan untuk menghafalkan Gunjin Chokuyu dengan sepenuh hati, bersama dengan Konstitusi Kekaisaran 1899, dan Dekrit Kekaisaran tentang pendidikan militer (Koiku Chokugo) 1890, yang berfungsi sebagai ideologi Angkatan Kekaisaran Jepang hingga tahun 1945 (Eisei, 2000: 102). Doktrin ini tidak hanya berlaku ketika kepemimpinan Kaisar Meiji, tetapi juga Kaisar Hirohito yang membawa Jepang pada Perang Dunia II. Dengan adanya doktrin ini ditambah dengan adanya pelatihan spiritual militer yang bertujuan sebagai pemantapan doktrin ini, setiap personil militer Jepang akan tunduk terhadap semua perintah Kaisar sebagai perintah bersama tanpa harus menggunakan alasan moral atau alasan yang rasional (Hicks, 1995: 256). Doktrin inilah yang menyebabkan militer Jepang tidak menghiraukan hukum internasional dalam kondisi perang, sehingga berbagai bentuk kejahatan perang, termasuk pemerkosaan dan perbudakan seksual dilakukan oleh personil militer Jepang. Hal ini dibuktikan dari pengakuan seorang veteran Jepang bernama Anji Kaneko, berkata: "Bukan masalah bagi kami jika wanita itu hidup atau mati. Kami adalah prajurit Kaisar. Entah di rumah-rumah bordil militer atau di desa-desa, kami akan melakukan perkosaan tanpa rasa ragu." (Komnas HAM, 2010) Pada awal penyerbuan Jepang di wilayah Indonesia, banyak wanita Indonesia dan gadis Belanda yang diperkosa oleh tentara Jepang di Tarakan, Manado, Bandung, Padang, dan Pulau Flores.
(Oktorino, 2016: 261).
Doktrin Imperial Prescript Armed Forced juga digunakan militer Jepang ketika menyerang China dalam Perang Sino-Jepang yang dimulai tahun 1937. Militer Jepang yang saat itu memiliki tujuan untuk mematahkan kekuatan China dan menduduki China, melakukan segala cara sesuai dengan perintah atasannya. Akibatnya, pembunuhan, pemerkosaan, dan penjarahan masal dilakukan militer Jepang ketika menyerang Nanking tahun 1937. Kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan menjadi salah satu strategi militer bagi Angkatan Kekaisaran Jepang karena hal tersebut dianggap normal untuk "kebutuhan" militer Jepang (Aksular, 2010: 8).
Ketika Jepang menyerang wilayah Nanking pada tahun 1937, perintah pemerkosaan terhadap wanita-wanita China diberikan secara langsung oleh pemimpin militer Jepang, sehingga terjadilah peristiwa Nanking Rape yang menimpa 20.000 wanita china. Setelah memperkosa wanita-wanita China yang ditemui, militer Jepang akan langsung membunuhnya. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan dari Makihara Nobuo seorang veteran Resimen Invanteri ke-20, Divisi 16 dalam diarinya tertanggal 29 November 1937: "Depart from the village at 9:00 a.m. Because Wu Jing is an anti-Japanese stronghold, we carry out "mopping up" [soto] operations in the entire town, killing all men and women without distinction and free to rape all women" (Drea & Yang, 2006: 8). Perintah lain juga datang dari salah satu pemimpin militer Jepang, " So that we will not have any problems on our hand, either pay them money or kill them in some obscure place after you have finished" (Drea & Yang, 2006: 9). Perintah ini diberikan oleh pemimpin militer Jepang setelah perintah "pemusnahan masal" diberikan. Hal ini membuktikan kuatnya doktrin militer Jepang yang menempatkan bawahan harus mematuhi perintah atasan, sehingga terjadilah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan secara brutal oleh personil militer Jepang ketika menginvasi Nanking tahun 1937.
Keterangan lain juga diberikan oleh James M. McCallum seorang misionaris Amerika yang berada di Nanking ketika peristiwa Nanking 1937 terjadi. "Never I have heard or read such brutality. Rape! Rape! Rape! We estimate at least 1,000 cases a night and many by day" (Oliver, 2018). Pernyataan lain juga diberikan dari laporan International Committee (sekelompok orang asing yang mendirikan Zona Keselamatan untuk menyediakan perlindungan bagi para korban Nanking Rape), "On December 16, seven girls (ages ranged from 16 to 21) were taken away from the Military College. Five returned. Each girl was raped six or seven times daily. One old woman 62 years old went home near Hansimen and Japanese soldiers came at night and wanted to rape her," read another report from the committee. "She said she was too old. So the soldiers rammed a stick up her. But she survived to come back" (Oliver, 2018). Peristiwa pemerkosaan dan perbudakan seksual masal yang terjadi di Nanking merupakan salah satu contoh penerapan doktrin militer Jepang dalam kondisi perang. Pola serupa juga dilakukan militer Jepang di negara-negara pendudukannya yang lain seperti Korea, Filipina, Malaysia, dan Indonesia.

Kedudukan Kaisar dalam Militer Jepang yang Mendorong Pembentukan Sistem Jugun Ianfu Militer Jepang menganut sistem hierarki yang sangat kuat semenjak sebelum Restorasi Meiji 1868. Sistem hirarki ini berdasarkan usia dan kepangkatan dalam militer. Hal ini terbukti dari adanya slogan "perintah atasan adalah mutlak untuk dilaksanakan". Karena adanya sistem hirarki ini, tentara-tentara yang memiliki pangkat rendah akan dengan sukarela melakukan segala perintah dari atasannya meskipun itu adalah perintah yang melanggar hukum perang. (Jowett, 2002: 76). Di dalam doktrin Imperial Restricted Armed Force point kedua berisi "Perajurit dan pelaut Jepang harus patuh kepada Kaisar dan menunjukkan kerendahan dirinya, serta hormat pada perintah atasan" menunjukkan adanya sistem hierarki yang kuat dalam militer Jepang. Personil militer wajib patuh dan tunduk pada setiap perintah pimpinan militer dan kaisar. Apabila personil militer tidak patuh, maka akan dianggap mengkhianati negara (Tsunoda, 1958: 73).
Dalam Konstitusi Meiji 1889, kedudukan kaisar terhadap militer Jepang ditegaskan dalam Pasal 11 "The Emperor has the supreme command of the army and navy (Gunreiken)" dan Pasal 12 "The Emperor determines the organization and peace standing of the Army and Navy (Gunseiken)" (Ito, 1889). Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anggota militer Jepang harus patuh dan menjunjung tinggi segala perintah dan mandat dari kaisar karena kaisar memiliki kedudukan tertinggi dan memiliki kontrol penuh atas organisasi militer Jepang (Angkatan Kekaisaran Jepang). Kaisar juga memiliki wewenang untuk menyatakan perang, sebagaimana tercantum dalam pasal 13 "The Emperor declares war, makes peace, and concludes treaties (Gunji Taiken)" (Ito, 1889). Sehingga setiap kebijakan yang diambil militer jepang dalam kondisi perang harus atas persetujuan dan perintah dari kaisar sebagai otoritas tertinggi.
Dalam kasus perbudakan seksual, perintah datang langsung dari kaisar yang kemudian diteruskan oleh petinggi-petinggi militer Jepang, sehingga pembentukan "comfort system" dilaksanakan oleh seluruh personil militer Jepang dengan terstruktur. Sistem jugun ianfu sendiri pertama kali dibentuk pada tahun 1932 atas perintah dari Kaisar Hirohito yang disampaikan melalui Jendral Okabe Naosaburo dan Okamuji Yauji. Sistem jugun ianfu ini pertama kali diterapkan di Shanghai ketika militer Jepang pertama kali menginvasi China. Perintah resmi isi berisi pembentukan "army comfort houses'" yang kemudian diorganisir secara resmi oleh militer Jepang (Molnar, 2018). Sistem jugun ianfu ini juga diterapkan di negara-negara pendudukan Jepang lainnya, termasuk Indonesia.
Pembentukan sistem jugun ianfu ini didasarkan atas pemikiran kaisar yang mengetahui bahwa personil militernya mengalami keletihan secara mental akibat perang yang berkepanjangan, sehingga sering terjadi peristiwa pemerkosaan oleh oknum personil militer Jepang. Hal ini berbahaya karena dapat berdampak pada kesehatan personil militer, yang berisiko terkena penyakit menular seksual. Padahal, militer Jepang harus dipersiapkan secara lahir dan batin untuk memenangkan Perang Asia Raya. Sehingga, agar kualitas militernya terjaga, kaisar memerintahkan pembangunan comfort station yang bertujuan untuk memulihkan psikologis para personil militernya melalui layanan pemenuhan kebutuhan biologis yang disediakan oleh wanita-wanita di daerah pendudukannya dan untuk mencegah terjadinya penyakit menular seksual yang dapat mengganggu kondisi fisik personil militernya. Sistem Comfort woman bukan sekedar perintah dari atasan, melainkan kemauan dari Kaisar (Savitri, 2010). Comfort station memang dirancang sebagai sistem yang dapat memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis tentara Jepang. Tujuan Jepang dalam pembangunan sistem jugun-ianfu adalah untuk kepentingan militer Jepang sendiri (Komnas
HAM, 2013).
George Hick menyebutkan sistem jugun ianfu dalam bukunya sebagai "vast and dense network of sexual services pervading virtually all Japanese-occupied areas from the Siberian frontier in the north, to the Solomon Islands in the southeast, and Burma in the southwest" (Hicks, 1995: 310). Sistem jugun ianfu ini dibangun diseluruh wilayah pendudukan militer Jepang. pembentukan sistem jugun ianfu ini dibuktikan dengan penemuan comfort station (ianjo) yang dibangun oleh militer Jepang pertama kali di Shanghai pada tahun 1933. Ianjo ini diberi nama "Disease Prevention and Hygiene Facility" yang berisi 35 wanita Korea dan 3 wanita Jepang. Pada awalnya, wanita-wanita yang berada di ianjo merupakan pekerja seks yang didatangkan dari Jepang dan Korea, tetapi seiring bertambahnya jumlah personil militer Jepang, jumlah wanita yang menjadi jugun ianfu dirasa kurang, sehingga militer Jepang atas persetujuan dari Kaisar mengambil dari penduduk lokal secara paksa untuk memenuhi kuota jugun ianfu (Hicks, 1995: 311).
Ketika Jepang berhasil menduduki wilayah Indonesia, kaisar memerintahkan setiap divisi angkatan di Indonesia untuk membangun comfort station. Perintah ini dibuktikan dengan adanya penemuan dokumen-dokumen pemerintah mengenai pembangunan ian-jo (comfort station). Terdapat sedikitnya 127 dari 131 dokumen mengenai jugun-ianfu, 4 diantaranya menyebutkan adanya keterlibatan militer Jepang dengan praktek jugun ianfu di Indonesia. Dokumen tersebut memuat laporan mengenai tata cara pengelolaan pelacuran dan pengelolaan makanan di tempat tersebut. Dokumen resmi Jepang yang menyertakan ian-jo sebagai bagian dari sistem militer adalah sebuah bukti bahwa kaisar mengetahui adanya pembangunan ian-jo (Komnas HAM, 2010).
Bukti lain dari adanya sistem perbudakan seksual oleh militer Jepang di Indonesia ditunjukkan dalam telegram rahasia dari Komandan Jendral Tentara Selatan (yang menaungi wilayah Sumatera) kepada Komandan Tentara Taiwan,   Rikichi Ando berjudul "Tai-den
No.602" atau "Telegram Tentara Taiwan No.602", tertanggal 12 Maret 1942. Catatan dalam dokumen ini menunjukkan bahwa telegram diterima oleh Kementerian Perang No.2259 pada 17 Maret 1942. Telegram ini berbunyi:
"Sehubungan dengan Telegram Rahasia Tentara No. 63, kami diminta oleh Southern Army General Command untuk secepat mungkin mengirimkan 50 comfort women pribumi ke Borneo. Berdasarkan Telegram Rahasia Tentara No. 623, kami meminta izin perjalanan untuk 3 operator berikut ini [nama dihapus oleh otoritas Jepang], yang telah diinvestigasi dan diseleksi oleh polisi militer" (Komnas HAM, 2013).
Kementerian Perang Jepang kemudian memberikan telegram balasan kepada Komandan Tentara Taiwan pada tanggal 18 Maret 1942 dengan "Riku-a-mitsu No. 188" atau "Telegram Rahasia Tentara 188" yang berisi: "otorisasi yang diminta dalam Tai-den No. 602, tertanggal 12 Maret, bersama ini diberikan atas perintah dari otoritas tertinggi" (Komnas HAM, 2013). Kedua bukti telegram ini membuktikan bahwa pemimpin militer Jepang terlibat langsung didalam pelaksanaan sistem "comfort women" dan pengelolaan "comfort station". Telegram balasan dari Kementerian Perang Jepang berisi diberikannya persetujuan untuk mengirim jugun ianfu dari satu wilayah ke wilayah lain sebagaimana diminta dalam Tai-den No. 602 atau Telegram Tentara Taiwan No. 602 tanggal 12 Maret 1942. Dalam telegram ini, juga disebutkan adanya perintah dari "otoritas tertinggi". Otoritas tertinggi yang dimaksud adalah Kaisar Hirohito yang pada saat itu merupakan pemimpin tertinggi militer Jepang pada masa Perang Dunia II. Isi telegram balasan ini dapat menjadi bukti bahwa kaisar memberikan perintah dan persetujuan secara langsung atas sistem jugun ianfu yang dilaksanakan militer Jepang di wilayah-wilayah pendudukannya, termasuk Indonesia.

Kesimpulan
Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu faktor pendorong militer Jepang melakukan kejahatan perang terhadap Indonesia berupa perbudakan seksual (jugun ianfu) pada masa Perang Dunia II, peneliti merujuk pada teori organizational culture (Budaya Organisasi) dari konstruktivisme yang mampu memberikan analisis mengenai motif militer Jepang melakukan kejahatan perang. Budaya organisasi ini seperti ideologi yang mempengaruhi pemikiran, keyakinan, dan tindakan individu didalamnya. Dalam sebuah organisasi militer, budaya organisasi berbentuk doktrin militer yang dapat mendorong personil militer mengabaikan hukum humaniter internasional.
Faktor utama yang mendorong Angkatan Kekaisaran Jepang melakukan perbudakan seksual adalah doktrin militer Imperial Prescript Armed Forced (Gunjin Chokuyu) yang dikeluarkan oleh Kaisar Meiji pada tahun 1882 yang menuntut adanya kepatuhan dari personil militer Jepang kepada perintah Kaisar dan pemimpin-pemimpin militernya sebagai perintah bersama. Doktrin ini membentuk pola pikir personil militer Jepang untuk memegang teguh tujuan perang negaranya dan perintah dari pemimpin militernya diatas ketentuan hukum perang Internasional. Pelaksanaan doktrin ini pertama kali terlihat dalam peristiwa The Rape of Nanking pada tahun 1937 ketika Jepang menyerang China. Komandan Tentara Nanking memberikan perintah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap setiap orang yang ditemui, sehingga mengakibatkan pembunuhan dan pemerkosaan masal oleh personil militer Jepang. Pola serupa juga dilakukan di negara-negara pendudukan Jepang lainnya, termasuk Indonesia. Hal ini dibuktikan dari kesaksian Anji Kaneko seorang veteran Jepang di wilayah Indonesia, "Bukan masalah bagi kami jika wanita itu hidup atau mati. Kami adalah prajurit Kaisar. Entah di rumah-rumah bordil militer atau di desa-desa, kami akan melakukan perkosaan tanpa rasa ragu." Kesaksian ini memberikan bukti bahwa doktrin militer Jepang yang menuntut kepatuhan kepada perintah Kaisar membentuk pola pikir personil militer Jepang yang brutal di medan perang karena telah adanya perintah dan persetujuan dari kaisar Jepang untuk melakukan tindakan apapun di medan perang demi kemenangan Jepang.
Faktor kedua adalah adanya perintah dari Kaisar Jepang sendiri untuk membentuk sistem jugun ianfu khususnya di Indonesia. Kaisar memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hierarki militer Jepang. Masyarakat Jepang dan militer Jepang mengagungkan kaisar sebagai keturunan dewa matahari (sakral), sehingga segala titah dari kaisar mutlak untuk dilaksanakan. Ketika Perang Dunia II terjadi, Kaisar Hirohito memerintahkan pembangunan sistem jugun ianfu di negara-negara pendudukan Jepang, termasuk Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya telegram rahasia yang dikirim kepada Kementerian Perang Jepang tanggal 17 Maret 1942 dari Komandan Tentara Taiwan yang sebelumnya menerima telegram dari Komandan Tentara Indonesia di Sumatera tanggal 12 Maret 1942, yang berisi permintaan persetujuan untuk mengirim 50 orang jugun ianfu dari wilayah Sumatera ke Borneo (Kalimantan) karena ada kekurangan jumlah jugun ianfu di Borneo. Kemudian Kementerian Perang Jepang membalas telegram ini pada tanggal 18 Maret 1942 yang berisi persetujuan dari otoritas tertinggi (Kaisar Jepang) untuk mengirimkan jugun ianfu ke wilayah lain.
Perintah Kaisar Jepang merupakan mandat yang harus dilaksanakan sebagaimana disebutkan dalam doktrin militer Jepang yaitu Imperial Prescript Armed Forced (Gunjin Chokuyu), maka militer Jepang membentuk sistem jugun ianfu sebagai salah satu kebijakan militernya selama perang. Hal ini terbukti dari penemuan dokumen panduan resmi yang dikeluarkan Kementerian Perang Jepang tahun 1938 berjudul "Berbagai Hal Mengenai Rekrutmen Perempuan" untuk merekrut jugun ianfu, yang dikirim oleh Jendral Perang kepada Kepala Staf Tentara di wilayah-wilayah pendudukan Jepang sejak tahun 1938. Kedua faktor inilah yang mendorong militer Jepang melanggar hukum perang internasional yaitu Konvensi Hague 1907 selama Perang Dunia II dengan melakukan kejahatan perang berupa perbudakan seksual (jugun ianfu), khususnya di wilayah Indonesia.
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